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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini
dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang
menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang
berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan
berlaku.

Hasil penelitian Pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan melalui media
elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan
untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak
pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

Sanksi pidana terhadap pelaku penipuan yang dilakukan melalui media
elektronik diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.Penyebaran berita bohong dan
penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat
dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain
secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan
penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.Secara umum penipuan itu telah diatur
sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE
sebagai bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penipuan melaui media elektronik
mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu
miliar rupiah.
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PENDAHULUAN

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam
kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum
diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku Il Bab XXV KUHP. Pasal 378
mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (oplicthting) dan pasal-pasal lainnya
mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog) yang mempunyai nama-nama
sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula
termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga
dpaat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan
kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur
sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh
pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan
tipu muslihat.*

Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang
membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik
(komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara
online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain penipuan melalui internet, penipuan melalui SMS (Short Massage Service)
juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik. Media yang digunakan dalam penipuan SMS adalah handphone yang
merupakan salah satu media elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Hal tersebut
sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Teknologi
Informasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,
jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya.”

PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan
melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada
seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang
selalu berganti dari tahun ke tahun.? Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi
penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang
tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih
ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan
unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang
sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya
kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah
kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan
dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin
tingginya tingkat intelektualitas dari kejahata penipuan yang semakin kompleks.
Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam
masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang
dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya
dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Sanksi pidana terhadap pelaku penipuan yang dilakukan secara online diatur
pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan
padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan
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motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara sekaligus.
Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan
dapat dikategorikan sebagai penipuan.Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai
tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP.?

KESIMPULAN

Sanksi pidana terhadap pelaku penipuan yang dilakukan melalui media
elektronik  diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.Penyebaran berita bohong dan
penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat
dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain
secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan
penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.Secara umum penipuan itu telah diatur
sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE
sebagai bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penipuan melaui media elektronik
mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu
miliar rupiah.
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